BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan

Mentawai terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, serta

mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan

beberapa hal berikut:

1.

Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan upaya
pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat
melalui berbagai pendekatan, seperti memberikan imbauan langsung
kepada pelaku penambangan, berkoordinasi dengan kepala desa, dan
bekerjasama dengan pihak kepolisian serta TNI (Kodim) dalam
menanggapi laporan dari masyarakat. Dinas juga memasang plang
sebagai bentuk peringatan hukum terkait larangan penambangan pasir
ilegal.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam
melaksanakan pengawasan, antara lain adanya ancaman atau intimidasi

terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

50



51

Kepulauan Mentawai, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki kewenangan dalam
menindak jika terjadi pelanggaran, karena kewenangan pemberian
sanksi ada pada Pemerintah Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya bisa melaporkan
kepada Dinas Provinsi terkait dan setelah itu mereka yang memproses.
Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan
Mentawai berpendapat mengenai solusi dalam pengawasan terhadap
pelaku pertambangan pasir pantai yakni menetapkan peraturan daerah
mengenai pertambangan yang mengatur pelarangan penambangan

pasir dan menetapkan lokasi resmi untuk penambangan pasir.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat
memerlukan koordinasi yang lebih erat antara Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, serta
masyarakat setempat. Sebaiknya, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan tidak hanya mengandalkan himbauan tertulis, tetapi juga
melakukan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai dampak
negatif penambangan pasir ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui
sosialisasi bersama pemerintah desa, atau pihak-pihak yang terkait.
Kemudian harus mempertimbangkan penerapan program-program

yang melibatkan masyarakat seperti penanaman pohon, bersih-bersih
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di Pantai Mapadegat. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini akan
memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar.
. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan
segera menetapkan lokasi wilayah pertambangan rakyat yang sah
untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan. Dengan
adanya wilayah pertambangan rakyat lingkungan hidup akan terjaga
dengan baik dan penambang dapat bekerja dengan aman tanpa
merusak lingkungan.

. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebaiknya
mengembangkan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi lokal secara berkelanjutan, seperti pengembangan sektor
pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat,
sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dan pembangunan jalur

muara permanen.
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Gambar 1 Foto Wawancara Dengan Bapak Sihol Simanihuruk, SP Selaku Kepala Bidang
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepualauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 4 Februari 2025
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Gambar 2 Foto wawancara dengan Bapak Nobel selaku sekretaris Desa Tuapeijat,
Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 6 Februari 2025

Gambar 3 Foto Wawancara Dengan Bapak Hendri Pogos Munthe Selaku Kepala Dusun
Mapadegat, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 5 Februari 2025



Gambar 4 Foto Wawancara Dengan Bapak Marsen Selaku Camat Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 5 Februari 2025
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Gambar 5 Foto Bersama Relawan Baktt BUMN

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 18 Februari 2025
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Gambar 6 Foto Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Samping Muara

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 13 Februari 2025
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Gambar 7 Foto Jalan Menuju Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Samping
Muara Yang di Gunakan Sebagai Akses ke Area Penambangan

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 13 Februari 2025
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Gambar 8 Foto Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Sikokong

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 8 Februari 2025
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Gambar 9 Foto Plang

Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2 Februari 2025
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